
BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
l{oMOR 3g TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN P_E-NGaDUAN (Ul HISTTD BLOWING Sysrr, 14DI LIHGKUNGAN PEMERII{TAH *aeUFalEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT T[,|}IAN YANG MA}IA ESA

BT'PATI SRAGEN,

Menimbang a- Bahwa dalarn rangla merrdorong peran serta
Aparatur Sipil Negara di tingkungan pemerintah
Kabupaten Sragen dan masyarakat dataln ups,ya
penegahan terjadinya penyimpangan rtalsn

pemerintahan terwujud
pemerintahan yang bersitr dan bebas dari korupci,
kolusi dan nepotisme diperlukan adanya mekanisme
penanganan pengaduan yang memberikan jaminan
kerahasiaan bagi pengadu;

h. bahwa berdasart<an pe.rtimbangan sebagaimana
dirnaksud dalam huruf 4 perlu merretapkan
Feraturan Bupa.ti tentang Fedoman Fenanganan
Fenga.duan (Whistle Blouing Sgstemf di Lingkungan
Femerintah Kabupaten Sragen;

Mengingat 1- Pasat 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 195O tentang
Fembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Proplnsi Jara Tbngah (B€rita Negar=a
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Fenyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (I-embaran Negara
Republik lndonesia Tahun 199E Nomor 75,
Tambahan Lrmbaran Negara Republik lndorresia
Nomor 385U;

4. Undang-Undang Nomor 3l Tahun 1999 teartang
Femberantasan Tindak Pidana Ko.upsi fi,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14O,

Tambaban L€mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 38fl sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2OO1 tenteng
Ferubahan atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik lndonesia
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Tahun 2OO1 Nomor 134, Tambahal Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4150);

5- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2@8 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 61,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang
Felayanan Publik (Irmbararr Negara Republik
Indonesia Thhun 2OO9 Nomor 112, Tambahan
Iembaran Negara Republik tndonesia Nomor 5O38|;

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang
Aparatur Sipil Negara tl,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 6, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Femerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Iembaran Negirra Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah treberap. kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang
Ferubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar.an
N€ara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58,
Tambahan lrmbaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5679);

9- Feraturan kmerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang
Tata Cara Felaksanaan kran Serta Masyarakat
Dalam Fenyelenggaraan Negara (Irmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun lg99 Nomor L29,
Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3866);

lO- Feraturan Femerintah Nomor 6O Tahun 2OO8 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SHP)
lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8
Nomor 127, Tambaban lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 489O);

ll. Feraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2OlO tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 74, Tartbehan
Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

12- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Fembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 73, Tambahan
Iembaran Negara Republik krdonesia Nomor 6041);

13- Feraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2O12 tentang
srategi Nasional Pencegahan dan Pemberanasan
Korupsi Jangka Panjang Tahun 2OL2-2O25 dan
Jangka Menengah Tahun 2Ol2-2O14;

14- Feraturan Menteri palarn Negeri Nomor 25 Tahun
2OO7 tentang Fedoman Fenanganan Pengaduan
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Masyarakat di Lingkungan Departemen Datam Nqeri
dan Femerintahan Daerah;

15. Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur
Negara Nomor PERIOS/M.PAN l4l2OO9 tentang
Fedoman Umum Penanganan Perrga.duan Mas!'arakat
Bagi Instansi Femerintah;

16. Feraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Rdormasi Birckrasi Nomor 6O Tahun 2O12
tentang kdoman Fembangunan Tala Integritas
Menuju Wilalah Bebas dari Kompei daa Wilayah
Birolrasi Bersih dafl Melayani di Linglungan
Kemerrtrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik lndonesia Nomor 919 tahun 2012);

17. Peraturan Daerah Kabupa.ten Sragen Nomor 5 Tahun
2O16 tentang Fembentukan dan Susunan Ferangkat
Daerah lhbupa.ten Sragen fi-embaran Daerah
Kabupaten Sragen Tahun 2O16 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupa.ten Sragen Nomor 3).

MEMUTUSKA.N:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENANGANAN PENGADUAN (WIIIS|I,E BI,OWING
SYs-?EI4 DI UNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SR.AGEN.

BAB I

KETENTUAN I.IMUM

Pasal I
Dalam Feraturan Bupa.ti ini yang dimaksud dengan:

t- Femerintah Kabupa.ten adalah Pemerintah Kabupa,ten
Sragen.

2. Bupati arlalah Bupa.ti Sragen-
3- Pengaduan masyarakat adalah bentuk dari sebuah

pengaqrasan rnasyarakat yang disampaikan oleh
rnasyarakat kepada aparatur pemerintah, berupa
sumbangan pikiran, saran, gagasan atau
keluhan/pengaduan yang bersifat membangun-

4- Tindak Pidarla Korupsi yang sel,anjutnya disingfuat TPK
adalah tindak pidana sebagaimarta dimaksud dalarn
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
lbhun 2OOl tentang Perubaban Atas Undang-Undang
Nomor 3l Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

5- Femberantasan TPK adalah serarrykaian tindakan untuk
pencegahan dan penindakan tindak pidana ko.upsi
melalui upaya koordinasi, sulrrvisi, monitor,
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan
di sidang pengadilan, derrgan peran serta masyarakat
berdasarkan peraturan perundangan;

Menetapkan
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6, llthisfle Blouring Sgr.sfem adalah mekamisme bagi
pemerintah kabupaten dalam pel,aporan atas dugaan
teqiadinya pelanggaran, penyelewengan atau kecurangan
yang merueikan daerah/negara atau hal-hal lain 5rang

kode etik dan/atau peraturan perundang-
undangan;

7. Fengedu adalah lembaga/perorangan yang melaporkan
dugaan penyimpangan yang te4iadi di dalam organisasi
tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya 1'ang
memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya
indikasi TPK tersebul

8. Mekanisme pelaporan adalah mekanisme penJiampaian
png3.duan dugaan penyimpa.ngan yang telah terjadi,
sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan
pegawai dan orang lain 1.ang berkaitan dengan dugaan
tindek pidana korupsr 1.spg dilakrrkan di ling!<ungarr
Femerintah Kabupa.ten Sragen.

9- TimlUnit Penerima Fengaduan adalah aparatur sipil
negara di lingkungan pemerintah Kabupa.ten Sragen yang
mempunyai tuga.s dan wecrenang untuk menerima
perrgaduaa, merrelaah dan oelaporkal kepada Bupati.

10. Tim pemeriksa adalah 'irn yang dibentuk oleh Inspektur
untuk melaksanakan pemeriksaan.

Pasal 2

Fedoman penanganan penga.duan bertujuan:
a. sebagai acuan rlalarn mekanisme pelaporan pengaduan;
b. sebagai acuan dalam penangarran pengaduau
c. memperbafl<i sistem penga,wasan darr pencegahan

peilsimpangEn sdmirristras,i, kerugian perdata dan tifldak
pidaoa kompsi, serta persaingan usaha tidak sehat; dan

d. upaya pencegatran dan pemberantasan TPK, termasuk
menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan
identitas pengadu-

BAB II
LINGKUP DAN BATASAN

Pasal 3

(1). Lingkup pengaduan meliputi:
a. pelanggaran kode etik;
b. hambatan dalem lrclayanan kepada
c- kompsi, kolusi dan nepotisme: dan
d. pefangaran disiplin

(2)- Srrrnber pengaduan meliputi:
a. lembaga negarra;
b. badan/lembaga/instansi pemerintah dan pemerintah

daerah;
c- badan hukum;
d, partai politil
e. o,rganisasi masyaraka!
f- media massa; dan
g- perorangan-
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(3). Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak
lanjut pengaduan, pengadu harus memberikan indikasi
awal yang dapat dipertanggungiax:abkan meliputi:
a. masalah yang diadukan (WMt

Berkaitan derrgan substansi penyimpangan yang
diadukan. tnformasi ini berguna dalam hipotesa ar*-al
mengungkapkan jenis-jenis penyimpangan yang tidak
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta
darnFak adan\?. pen1rimran qan .

b. pihakyangbertanggung jawab (Whol;
Berkaitan dengan siapa yang melakukan
penyimpangan a1211 kgmungkinan siapa saja yang
dapa.t did,ga mel,akukan penyimpangan, dan pihak-
pihsk 3-arg tdkait ysrrg perlu dimintaksn
keterangan/ penjel,asan.

c. lokasi kejadian (Wlere);
Berkaitan derrgan di mana terjadinya penyimpangan
(unit kerj4. Informasi ini berguna dalam menetapkan
ruang liagkup frenrl8ese"r audit ir$'estigatif serta
membantu dafam menentukan tempat di flrana
penyimpangan tersebut terjadi.

d- waktu kejadian (When);
Berkaitan dengan kafran penyimpangan tersebut
terjadi. Informasi ini berguaa dalarn menetapkan
mang lingfuup penugasan audit investigatif, terkait
dengnn pengungkapan fakta dan proses kejadian serta
pengumpulan buhi dapat diselaraskan dengan laiteria
yang berlaku.

e. Ee4gapa terjadi penyiuapaogan (IYhgrJ;
Berkaitan dengan informasi penyebab terjadin;a.

, dan mengapa. seorang melakukannya,
hat ini krkaitan dengan motivasi seorang melakukan
penyimpangan yang akan mengarah kepada
pemtuktian unsur niat linte4.

f. bagaimana modus penyimpangan fHour,
Berkaitan dergan bagaimana penyimpangan tersebut
terjadi. Informasi ini membantu dalam penyusunan
modus operandi penyimpangan tersebut serta untuk
meyakini penvembunyian {anealmerrt), dan
pengkonversian {anuertior$ hasil penyimpangan.

BAB III
MEKANISME PEI.APORAN PENGADUAN

Pasal 4

{l). Dalam melaksanakan pedoman ini perlu dibentuk '''n
penerima pengaduan yang bertugas menangani dan
mengelola pengaduan.

{2i. Susun*n, tugas, dan wewenang ':- penerima pengaduan
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1| ditetapkan dergan
Keputusan Bupa.ti.

(3). Setiap pengadu dalam menyampa.ikan penga.duan,
dilakukan dengan menyebutkan identitas yang jelas
antara lain ^rna, alamat, nomor telepon dan
menyerahkan bukti:bulrti pendukung aduan.
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(4). Dalam hal hasil telaah pengaduan hanya memenuhi
kriteria 3W dan pengadu jelas nama dan alamatnya serta
dapat dihubungi, malra harus diupayakan mengundang
pe-ngadu untuk memperoleh tambahan informasi sebelum
diterbitkannya surat tugas.

Pasal 5

Penpduan dapa.t disampaikan kepada Bupati dan/atau -im

penerima lrengaduan melaiui :

a- kotak lrrrgaduan yang ditempatkan di lingkungan
pemerintah Kabupaten Sragen;

b- SMS Center Femerintah Kabupaten Sragen, dengan Nomor
OA222OOl 7272;Oa57 0151 999

c. Email
d- whats app
e. twitter
f- ernail
g- facebok

ppi@.sras€nkab.qo.id
o82r 3748 3333
kominfo sraaen
info@sraeeokat.so.id
kusdinar untung yuni sukowati

h- surat yang dielarnatkan kepada Bupa.ti atau tim penerima
pengaduan d/a Inspekorat Kabupa.ten ;

BAB.IV
PENANGANAN PENGADUAN

Pasai 6

{1}. Fengaduan yang masuk ditelaah oleh "'n penerima
pengaduan-

(2)" Hasil telaah dilaporkan kepa.da lnspektur untuk dilakukan
penarrganarr lebih tranjut-

(31. rlasil telaah atas penga.duan yang memenuhi kiteria
ditaku}an tindak lanjut berupa. audit investiga.tif.

(al. Hasil teliaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria,
Inspektur mengeluarkan surat perintah unhrk
pemeriksaan kasus.

(5). Materi penga.duan yang tidak memenuhi lriteria
pemeriksaan kasus dipergunakan sebagei d,atalbaharr
inforrnasi.

(6f. Penugasan pemeriksaan kasus atas informasi
laporan/pengaduan, diprioritaskan terhadap hal-hal yang
stratqis, material, dsn menjadi sorotan publilc

(7). Fenugasan pemeriksaan kasus atas informasi
Iaporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila
dijumpai saleh satu kondisi berikut:
a. telah dilimpahkan atau ditangani otreh ,{parat Penegak

Hukum;
b. diluar kewenangan instansi yang bersangkutan dan

disalurkan ke instansi yang berweoang menangani;
atau

c. be.ldasar*an Fertimbaagan te.kniq pe.meriksaan,
terhadap kasus pengaduan masyalakat sudah tidak
dapat dilakukan pemeriksaan/ ditindaklanjuti.
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(8). Dalam penugasan pemeriksaan kasus, sebelum
diterbitkan surat tuges terlebih dahulu rlilakukan hal-hal
berikut:
a. Penentuan tim pemeriksa oleh lnspektu4
b- Pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung,

antara lain anggaran biaya pemeriksaan dan sarzma
atau prasarana lainnya oleh Inspekur-

Pasai 7

(1). Tim pemeriksa menyampa.ikan surat tugas yang
mencantumkao saserail pemeriksaan kasus kepada
pimpinan obyek pemeriksaan dengan tembusan
rtisamfxrikan kepada Bupati-

(2). Ddam melakukan penrrgasan pemeriksaan kasus dapat
dilaku}anr tukar menukar informasi dengan aparat
pemeriksa laimya-

(31- Dalam hal pimpinan obyek pemeriksaan tidak kooperatif
dal*rn pelaksanaan penuga.sart, Inspektur dapa.t
memberitahukan secara tertulis permasaUtan tersebut
kepada Bupati.

(a). Pengumpulan bukti-bukti dilakukan tim pemeriksa
dengan menggunakan prosedur, teknik, dan metodologi
pemerikssen yang sesuai-

(5). Dalam melakukan erraluasi dan analisis terhadap bukti
yang diperoleh atau untuk menrastikan kecukupan bukti,
dapat dilalrukan klarifikasi atau konfirmasi secara
langsung kepda pihak-pihak yang diduga
t$tait/Uertanggung jarrab atau kepada pihak-pihak
lainnya 1-ang relevan.

(6). Ha.sil klarifikasi atau konfirmasi sebagaimana dirnak-qud
pada ayat (5) dituangkan dalarn Berita Acara.

(7). Berdasarkan pengujian hipotesis dengan melalrukan
ei{aluasi terhadap buhi-bukti yang diperoleh, tim
perneriksa mengindenffikasikan jerris penyimpangan,
fakta dan pmses kejadian, kriteria yang seharusnya
dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan serta
pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggungiawab.

t8). Tim pemeriksa yang ditugaskan melakukan pengumpul,an,
6v4lqasi dan pengujian bukti-buhi harus mempunyai
keyakinan yang memadai bahwa bukti-bukti yarg
diperolehnya telah cukup, kompeten dan relevan.

(9). Fengendafian penugasan pemeriksaan kasus rlilakukan
melalui reviu, pernbahasan internal gu4a lnenjamin rnutu,
m€mpercepat proses dan merrcari jalan keluar atas
permasalahan-permasalahan yang timbul selarna
pemeriksaan kasus.

BAB V
PEI-APORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 8

(l|- Setelah pemeriksaan kasus selesai,
pemeriksa segera men5rusun konsep laporan
pe'meriksaan kasus-

tirr
hasii
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(2). Tim pemeriksa melakukan ekspose dihadapan Inspektur
danlatau Bupati untuk mempemleh simpulan akhir
bahwa hasil penugasan telah memenuhi kecukupa.n bukti
dan pencapaian sasel:erl plentrgrsen-

(3). Ekspose sebagaimana dimaksud pa.da ayat (2) untuk
menyimpulkan terdapat/tidak terdapat adanya
penyimpangan yang menimbulkan kerugien keuangan
negara/daerah serta untuk kepa.stian
terpenuhinya unsur/aspek hukum yang dapat
memberikan dasar kq-akinan X-ang memadai hagi tim
pemeriksa bahwa kasus yang diperiksa berindikasi Tindak
Pidana Korupsi atau Tindak Perdata atau yang bersifat
tind akan administratif.

(a). Berdasarkan hasil eksprose sebagaimana dirnal-sud Flada
ayat (31, tim pemeriksa melakukan konfirmasi terhadap
pimpinan obrik danlatau unit yang berrenang melakukan
tindak lanjut.

(5|. Ddam hal obrik/unit yang berwenang
melakukan tindak |anjut - "'lak sepakat dengan materi
hasil penugrasan pemeriksaan kasus, aaka pimpinan
obrik/unit membuat plasan ketidaksepakatan tersebut,
untuk selanjutnya permasalahan tersebut dibahas dengan
lnspektur dan /atau Bup.ti.

{6}. Has1 pembehasan dengan Inspektur dan/atau Bup.ti
dituangkan dalam Berita Acara ]'ang selanjutnya
digunakan sebagai dasar untuk trrnyusuran laporan hasil
pemeriksaan.

hsal I

Tahapan-tahapan peleksenaan perneriksaan kpsus atas tindak
lanjut lrzrgaduan, berlaku ketentuan dan prosedur
Pemeriksaan Yang berlaku.

Pasal fO

Hasil penugasan pemeriksaan kasus yang berasal dari
l,aporan/pengaduan dituangkan dalam laporan hasil
pemeriksaan kasus, untuk disampaikan kepada Bupati dan
dapat disarnpaikan kepada pihak-pihak yang terkait.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN

Pasat I 1

Inspelftorat melakukan pemantauan dan pemutakhiran
penanganan pensaduan dan tindaklanjut hasil pemeriksaan
pengaduan-

BAB VII
PERUNDUNGAN TERHADAP PENGADU

Pasal 12

Ferlindungan atas kerahasiaan identites peng3.du akan
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diberikan kepada pengadu yang memberikan inforrnasi tentang
adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh
pejabat/pegawai pemerintah kabupaten selama proses
pembuktian pengaduan/pelaporan, sesuai dengan ketentuan
Irraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Fasal 13

Feraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangftan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
lrngundangan Peraturan Bupa.ti ini dengan penempatannya
dalarn Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
Pada tangal )-, ' t" 2o\7

SRA.GEN

UNTUNG YUNI SUKOWATI
Diundangkan di Sragen
pada tanggal t2.'a' 2 6\7

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRACEN,

@
TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2017 NOMOR ,,

I

I
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